Menimbang :

Mengingat

SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

SEWA TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah

Kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan

perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka di perlukan

dana yang cukup. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan

Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun



10.

11.

12.

13.

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131
Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);



14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf
Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan,
Besaran Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

17. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa Sumberagung (Lembaran Desa
Sumberagung Tahun 2019 Nomor 03);

18. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung
Tahun 2020 Nomor 08);

19. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran

Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
dan
LURAH SUMBERAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG SEWA
TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :
1. Sewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus
membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau

barang yang dimiliki oleh pemilik yang di pinjamkan.



10.

11.

12.

13.

Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/
atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak
asal anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh,
pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.

Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh kasultanan atau
Kadipaten untuk mengelola dan memungut/ mengambil hasil dari tanah
kasultanan atau tanah kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede
keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan
Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.

Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk
tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.

Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan
untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang
dipergunakan untuk menunjang Pemerintahan Kalurahan.

Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan
beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang
dipimpin oleh Lurah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut
APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal,
yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal
adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah



dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat,
dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Bupati adalah Bupati Bantul.

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan
merupakan perangkat daerah Kabupaten.

17. Panewu adalah Panewu Jetis.

Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Kalurahan tentang Sewa Tanah Kalurahan ini

sebagai pedoman pagu indikatif dalam penyusunan APB Kal Tahun Anggaran 2023.

BAB II
PENERIMAAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 3

(1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan secara berdaya
guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Sewa
Tanah Kalurahan  Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2023.

(2) Rencana hasil dari Sewa Tanah Kalurahan tersebut dimasukkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.
399.861.801,60, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Satu Koma Enam Puluh Rupiah).

(3) Rincian Tanah Kalurahan yang disewakan Tahun Anggaran 2023 seperti
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 19 Desember 2022
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 19 Desember 2022
CARIK SUMBERAGUNG,

ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 09
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul : ( 10/Sumberagung/2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya,
Upa—a.n. Carik Sumberagung






